
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PAMEKASAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR 12 TAHUN 2022 

TENTANG 
PENUNJUK TEKNIS 

PEMBERIAN BANTUAN KEPADA GURU NGAJI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PAMEKASAN, 
a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap 

guru Ngaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertawa, 
Pemerintah Daerah Memberikan Bantuan Sosial sesuai 
dengan kemampuan keuangan daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 tentang Petunjuk Teknis 
Pemberian Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 
perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial 
Kepada Guru Ngaji; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor . 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6406); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 
6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2020 Nomor 6); 

12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 31 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2021 Nomor 31); 
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Menetapkan 
MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN 
BANTUAN SOSIAL KEPADA GURU NGAJI. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat 

Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Kabupaten Pamekasan. 

3. Guru Ngaji adalah seseorang yang menyampaikan tata Cara 
Membaca Al-Qur'an. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pemberian Bantuan Sosial dimaksudkan sebagai Bentuk 
Kepedulian dan Penghargaan kepada Guru Ngaji. 

Pasal 3 

Pemberian Bantuan Sosial bertujuan untuk: 
a. meningkatkan motivasi Guru Ngaji; dan 
b. meningkatkan kualitas pendidikan lslami. 

BAB III 
KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL 

Pasal 4 

Bantuan Sosial dapat diberikan kepada Guru Ngaji berupa uang 
paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang memenuhi 
Kriteria sebagai berikut: 
a. bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI, atau Polri; 
b. bukan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI, atau Polri; 
c. melaksanakan aktifitas di masjid, musholla, atau surau; 
d. memiliki santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang; 
e. tidak memperoleh tunjangan sertifikasi; 
f. tidak memperoleh Bantuan PKH/BLT; dan 
g. penduduk Kabupaten Pamekasan. 

Pasal 5 

Bantuan Sosial Guru Ngaji dalam bentuk Umroh Gratis dapat 
diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi Kriteria sebagai 
berikut: 
a. bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI, atau Polri; 
b. bukan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI, atau Polri; 
c. memiliki santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang; 
d. tidak memperoleh tunjangan sertifikasi; 
e. penduduk Kabupaten Pamekasan minimal 3 tahun terakhir; 
f. tidak memperoleh Bantuan PKH/BLT; 
g. fakir miskin; dan 
h. paling singkat 5 tahun sebagai guru ngaji. 
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Pasal 6 

Kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g 
sebagai berikut : 
a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau 

mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak 
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; 

b. mempunyai pengeluaran sebagaian besar digunakan untuk 
memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sederhana; 

c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke 
tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi 
pemerintah; 

d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun 
untuk setiap anggota rumah tangga; 

e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya 
sampai jenjang pendidikan sekolan lanjutan tingkat pertama; 

f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok 
dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok 
yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester; 

g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/keramik 
dengan kondidi tidak baik/kualitas rendah; 

h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/ seng/ ashes 
dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; 

i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari 
listrik atau tanpa meteran; 

J. luas lantai rumah kecil kurang dari 8m2 /orang; dan 
k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata 

air tak terlindung/ air sungai/ air hujan/lainnya. 

BAB IV 
DATA CALON PENERIMA DAN JENIS BANTUAN SOSIAL 

Pasal 7 

( 1) Data calon penerima bantuan sosial divalidasi oleh Tim 
Survey yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. 

(2) Calon penerima bantuan sosial yang dinyatakan memenuhi 
Persyaratan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BABV 
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL 

Pasal 8 

Bantuan sosial diberikan kepada Guru Ngaji melalui rekening . . . 
mas1ng-mas1ng penenma. 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai Berlaku, maka: 
1. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bagi Guru Mengaji (Berita 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 41); dan 
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2. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Guru Mengaji (Berita 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 4 7), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tenggal yang ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangn 
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pamekasan. 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 2 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PAMEKASAN, 

ft-~~ 
TOTOK HARTONO 

Ditetapkan di Pamekasan 
pada tanggal 2 Maret 2022 

BUPATI PAMEKASAN, 

-
BADDRUT TAMAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 12 
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